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ABSTRAK 

Sektor keuangan nasional kini tengah berada pada titik balik transformasi besar bertujuan 

menciptakan sistem keuangan yang inklusif, efisien, dan berdaya saing global melalui 

pengesahan UU Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK). Emas diposisikan bukan sekadar aset fisik 

pasif, melainkan instrumen finansial strategis yang mampu menggerakkan ekonomi nasional 

melalui hilirisasi komoditas dalam ekosistem bullion. Teknisnya, OJK menerbitkan POJK 

Nomor 2 Tahun 2026 memperkenalkan instrumen Exchange Traded Fund (ETF) Emas sebagai 

produk reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Namun, ketidakpastian 

ekonomi global memicu perilaku pasar irasional seperti panic selling dan krisis likuiditas 

mengancam stabilitas Nilai Aktiva Bersih (NAB) serta perlindungan hak perdata individu 

investor. Fenomena ini menuntut kerangka hukum yang kuat akibat bottleneck sistemik dan 

hambatan logistik dalam penukaran unit menjadi emas fisik di lapangan. Karakteristik yuridis 

paling fundamental dari ETF Emas adalah kewajiban manajer investasi untuk menempatkan 

sekurang-kurangnya 95% dari NAB pada aset emas dengan standar kemurnian tinggi (SNI atau 

LBMA) guna menjamin nilai tukar yang diakui secara global. Inovasi utama dalam struktur ini 

adalah penggunaan Electronic Gold Receipt (EGR) sebagai bukti kepemilikan emas elektronik 

yang secara tegas dikategorikan sebagai efek, sehingga memiliki legitimasi hukum yang setara 

dengan surat berharga lainnya. Perlindungan investor diperkokoh melalui prinsip pemisahan 

kekayaan (segregation of assets), di mana aset emas dalam portofolio dilarang dimasukkan ke 

dalam boedel pailit apabila lembaga pengelola mengalami kebangkrutan. Metode penelitian ini 

menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan 

untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang sesuai dengan karakteristik hukum 

pasar modal. Kesimpulannya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peranan krusial 

melalui fungsi perlindungan preventif dan represif, termasuk penggunaan wewenang 

diskresioner untuk melakukan intervensi pasar seperti trading halt dalam kondisi darurat. 

Penyelesaian sengketa bagi investor diarahkan melalui mekanisme yang akuntabel seperti 

LAPS SJK serta jaring pengaman likuiditas berupa in-kind redemption guna menjamin 

keadilan dan kepastian hukum bagi pemegang unit penyertaan. 

Kata Kunci : ETF Emas, Perlindungan Investor, Otoritas Jasa Keuangan. 
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ABSTRACT 

The national financial sector is at a major transformative turning point to create an inclusive, 

efficient, and globally competitive financial system through the enactment of Law Number 4 of 

2023 (UU P2SK). Gold is being repositioned from a passive physical asset into a strategic 

financial instrument capable of driving the national economy through downstreaming within a 

bullion ecosystem. As a technical follow-up, OJK issued POJK Number 2 of 2026, officially 

introducing Gold Exchange Traded Funds (ETFs) as a mutual fund product in the form of a 

Collective Investment Contract (KIK). However, global economic uncertainty often triggers 

irrational market behavior, such as panic selling and liquidity crises, which can threaten the 

stability of the Net Asset Value (NAV) and the protection of investor rights. This phenomenon 

demands a robust legal framework due to potential systemic bottlenecks and logistical hurdles 

in redeeming units for physical gold. The most fundamental legal characteristic of Gold ETFs 

is the obligation of the investment manager to allocate at least 95% of the NAV into gold assets 

with high purity standards (SNI or LBMA) to guarantee globally recognized value. A key 

innovation in this structure is the use of Electronic Gold Receipts (EGR) as electronic proof of 

gold ownership, which is strictly categorized as a security (efek), granting it legal legitimacy 

equal to other tradable securities. Investor protection is further strengthened through the 

principle of segregation of assets, whereby the gold assets in the portfolio are prohibited from 

being included in the bankruptcy estate (boedel pailit) should the managing institution face 

insolvency. This study employs a normative legal research method with a statutory approach 

to identify legal rules, principles, and doctrines consistent with the characteristics of capital 

market law. In conclusion, OJK plays a crucial role through preventive and repressive 

protection functions, including the use of discretionary powers to perform market interventions 

such as trading halts in emergency conditions. Dispute resolution for investors is directed 

through accountable mechanisms such as the LAPS SJK, alongside a liquidity safety net in the 

form of in-kind redemption to guarantee justice and legal certainty for participation unit 

holders. 

Keywords: Gold ETF, Investor Protection, Financial Services Authority (OJK). 
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